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ABSTRAK 
 
Tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa 
nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Ketentuan pidana 
tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang diatur dalam 
Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. 
Penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan dapat diselesaikan melalui 
lembaga pengadilan, yang perlu dicermati bahwa sistem peradilan di Indonesia ini 
rupanya masih belum dapat menjamin sebuah proses peradilan yang jujur dan adil. 
Dimana kadangkala masih terdapat hukuman yang kurang adil atau kurang sesuai 
dengan akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa. 
Terhadap penerapan hukum dalam perkara tindak pidana pembunuhan, maka harus 
berdasarkan fakta-fakta persidangan, sehingga nantinya dijadikan pertimbangan 
hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan. 
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 The murder offense targeted by the offender is the soul of a person who 
can not be replaced by anything. Criminal provisions concerning crimes directed 
against people's lives are set out in Book II of Chapter XIX of the Criminal Code, 
namely Article 338 to Article 350. The settlement of murder offenses can be 
settled through the judiciary, which needs to be observed that the Indonesian 
judicial system apparently still can not guarantee a fair and just trial process. 
Where sometimes there is still a punishment that is less fair or less appropriate 
with the consequences of a crime committed by a defendant. Against the 
application of the law in the murder offenses case, it must be based on the facts of 
the trial, so that later will be judge's legal consideration in deciding the verdict 
 
Keywords: Murder Crime, Judge Consideration, Obstacles in Criminal Decision. 
 
1.PENDAHULUAN 
Indonesia sebagai Negara hukum memiliki beberapa sistem hukum yang dianut di 
dalamnya, salah satu diantaranya yaitu sistem hukum pidana. Hukum pidana pada 
2 
 
dasarnya merupakan serangkaian kaidah hukum tertulis yang mengatur tentang 
perbuatan-perbutatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan, dengan adanya 
ancaman sanksi-sanksi tertentu yang dapat dijatuhkan jika perbuatan-perbuatan 
yang dilarang itu dilakukan. Karena konsep dasar dari aturan ini adalah setiap 
orang/manusia yang melakukan perbuatan yang dilarang, maka harus 
mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut.
1
 
Adanya ancaman pidana terhadap orang yang melanggar aturan mengenai 
larangan melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang adalah 
sebagai suatu ciri dari suatu tindak pidana tertentu, yang membedakan dengan 
aturan mengenai larangan perbuatan lain yang bukan merupakan tindak pidana.
2
 
Kita hidup di dunia yang penuh dengan hiruk pikuk. Semua saling 
berlomba untuk dapat bertahan dalam kerasnya hidup. Tidak jarang ditengah 
persaingan itu terjadi tindakan melawan hukum dan gesekan-gesekan yang bisa 
merugikan orang lain. Ketidakpedulian dan ketidaktahuan masyarakat akan 
hukum, cenderung membuat masyarakat memilih cara penyelesaian sendiri seperti 




Adanya kecemburuan sosial, dendam yang mendalam, rasa benci dan faktor 
psikologi seseorang merupakan suatu faktor orang melakukan tindakan-tindakan 
yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya melakukan tindakan penganiayaan, 
bahkan sampai melakukan pembunuhan terhadap orang. Pembunuhan adalah setiap 
perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. 
Selain itu pembunuhan merupakan perbuatan yang sangat keji dan tidak manusiawi 
namun masih ada beberapa orang yang melakukan tindakan yang keji tersebut 
tanpa berfikir akibat setelah melakukan pembunuhan terhadap orang. 
Tindak pidana pembunuhan masuk dalam kategori perbuatan pidana, 
dimana perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang 
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siapa yang melanggar larangan tersebut.
4
 Tindak pidana pembunuhan yang 
menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti 
dengan apapun. Dan perampasan nyawa itu sangat bertentangan dengan Undang-
Undang 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak 
mempertahankan hidup dan kehidupannya”5 
Penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan dapat diselesaikan melalui 
lembaga pengadilan. Lembaga pengadilan adalah pelaksanaan atau penerapan 
hukum terhadap suatu perkara dengan suatu putusan hakim yang bersifat melihat, 
putusan maka dapat berupa pemindahan, pembebasan maupun pelepasan dari 
hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Lembaga peradilan sangat penting, disini 
dikarenakan pada hakikatnya pengadilan merupakan tempat pengujian dan 
perwujudan negara hukum, merupakan barometer dari pada kemampuan bangsa 
melakukan norma-norma hukum dalam Negara, sehingga tanpa pandang bulu siapa 
yang melanggar hukum akan menerima hukuman yang setimpal dengan 
perbuatannya, dan semua kewajiban yang berdasarkan hukum akan terpenuhi.
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Ada hal yang perlu dicermati bahwa sistem peradilan di Indonesia ini 
rupanya masih belum dapat menjamin sebuah proses peradilan yang jujur dan adil. 
Dimana kadangkala masih terdapat hukuman yang kurang adil atau kurang sesuai 
dengan akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa. 
Misalnya dalam perkara tindak pidana pembunuhan, bisa saja Majelis Hakim 
menjatuhkan hukuman yang dirasa terlalu ringan bagi terdakwa yang telah dengan 
sengaja merampas nyawa orang lain. Sehingga dalam hal ini menimbulkan rasa 
ketidakpuasan atau ketidakadilan bagi pihak keluarga korbannya, dimana pada 
dasarnya pihak keluarga korban meminta agar terdakwa dijatuhi atau mendapat 
hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya. 
2.METODE 
Penerapan hukum dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang terjadi di 
wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam hal ini terdapat beberapa 
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perkara tindak pidana pembunuhan yang telah diperiksa dan diputus oleh 
Pengadilan Negeri Surakarta. Namun ternyata dalam putusannya vonis hukuman 
yang diterima oleh para terpidana tersebut berbeda-beda antara terpidana yang satu 
dengan terpidana yang lainnya. 
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana 
pertimbangan Hakim dalam menerapkan hukumnya pada saat menjatuhkan 
putusan terhadap tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 
212/Pid.B/2014/PN.Skt dan Nomor 156/Pid.B/2015/PN. Skt di Pengadilan Negeri 
Surakarta? (2) Apa saja hambatan-hambatan yang muncul pada saat Hakim 
memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan dalam 
Putusan Nomor 212/Pid.B/2014/PN.Skt dan Nomor 156/Pid.B/2015/PN. Skt di 
Pengadilan Negeri Surakarta? 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui pertimbangan Hakim dalam 
menerapkan hukumnya pada saat menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana 
pembunuhan dalam Putusan Nomor 212/Pid.B/2014/PN.Skt dan Nomor 
156/Pid.B/2015/PN. Skt di Pengadilan Negeri Surakarta. (2) Untuk mengetahui 
hambatan-hambatan yang muncul pada saat Hakim memeriksa dan menjatuhkan 
putusan terhadap tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 
212/Pid.B/2014/PN.Skt dan Nomor 156/Pid.B/2015/PN. Skt di Pengadilan Negeri 
Surakarta. 
Manfaat penelitian ini adalah: (1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat terhadap perkembangan ilmu 
pengetahuan dibidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana 
pembunuhan. (2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 
dan penambahan wawasan bagi pribadi penulis dan masyarakat secara umum, 
khususnya agar bisa lebih memahami dan mengerti dengan baik mengenai 
pertimbangan serta hambatan-hambatan Hakim dalam memeriksa dan memutus 
perkara tindak pidana pembunuhan. 
Secara metodologis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian 
menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu kajian yuridis terhadap putusan 
majelis hakim setelah vonis di jatuhkan oleh pengadilan negeri. Penelitian ini 
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mendasarkan diri pada praktek (law in action) dan dokumen-dokumen hukum yang 
ada di indonesia. 
Jenis kajian dalam penelitian ini bersifat Deskriptif. Penelititan deskriptif 
ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan 
akurat terhadap suatu obyek tertentu.
7
 Yang dalam penelitian ini, penulis akan 
mendeskripsikan mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana 
Pembunuhan. 
Data-data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: Data sekunder yang 
berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 
Sedangkan Data primer merupakan data-data yang diperoleh secara langsung dari 
sumber pertama, yaitu dengan melakukan penelitian langsung dilapangan. 
Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara 
Kualitatif. Dengan menganalisis data sekunder yang dihubungkan data primer, 
kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta 
menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah 
kesimpulan. 
3.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Hukum ketika Menjatuhkan 
Putusan Dengan Nomor: 156/Pid.B/2015/PN.Skt dan Putusan Nomor: 
212/Pid.B/2014/PN.Ska Terkait Tindak Pidana Pembunuhan 
  
Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan 
dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang 
menerima, memeriksa dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan 
keadilan kepada para pencari keadilan.
8
 Hakim adalah pejabat yang melaksanakan 
tugas kekuasaan kehakiman (Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 
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 Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986),
10
 yakni pejabat 
peradilan yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili. 
Menurut Mula Pangaribuan,SH hakim Pengadilan Negeri Surakarta, bahwa 
pertimbangan hukum hakim adalah dasar hukum dari suatu putusan yang akan 
dijatuhkan/diputuskan oleh Hakim. Apabila dalam pemeriksaan perkara telah 
selesai, maka sebelum menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara Majelis Hakim 
berkewajiban untuk merumuskan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang 
dimana nantinya pertimbangan hukum itu akan dijadikan sebagai dasar utama 
dalam pengambilan atau penjatuhan putusan dari perkara tersebut.
11
 
Di dalam putusan Nomor: 156/Pid.B/2015/PN.Skt, pihak Kejaksaan 
mendakwa Tersangka Andang Yunardo bin Suwito Hadi Pramono dengan 
dakwaan primair atau tunggal yakni didakwa dengan Pasal 338 KUHP dikarenakan 
pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut, terdakwa melakukannya 
seorang diri tanpa bantuan orang lain . Sedangkan unsur-unsur yang terdapat dalam 
Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut: 
Barangsiapa, yang dimaksud barangsiapa adalah setiap subjek hukum yang 
didakwa melakukan tindak pidana yangmana dalam perkara ini adalah Andang 
Yunardo bin Suwito Hadi Pramono.  
Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, maksud dari frasa sengaja 
adalah bahwa si pelaku mempnyai maksud atau niat dan tujuan yang 
mengakibatkan orang lain mati. Didukung oleh kesaksian dari Marlina dan 
Ariyanti. Sehingga hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi. 
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Apabila rumusan Pasal 338 KUHP tersebut diuraikan unsur-unsurnya, 
maka terdiri dari:
12
 a) Unsur Obyektif, terdiri dari Perbuatan: menghilangkan 
nyawa; dan Obyeknya : nyawa orang lain.  b) Unsur subyektif: dengan sengaja. 
Dalam ilmu hukum pidana, dikenal 3 (tiga) jenis bentuk sengaja (dolus) yakni: 
Sengaja sebagai maksud, Sengaja dengan keinsyafan, Sengaja dengan keinsyafan 
kemungkinan/dolus eventualis. Menghilangkan nyawa orang lain, dalam perbuatan 
menghilangkan nyawa (orang lain)  terdapat syarat yang harus dipenuhi:
13
 Adanya 
wujud perbuatan; Adanya suatu kematian (orang lain); Adanya hubungan sebab 
akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain). 
Terkait kasus ini, penasihat hukum Terdakwa menafsirkan bahwa tindakan 
yang dilakukan Terdakwa adalah termasuk dalam tindakan pembelaan diri 
(Noodweer exses). Pembelaan diri sendiri diatur dalam KUHP yakni Pasal 49 ayat 
(1) yang berbunyi: “Tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan 
yang terpaksa dilakukan membela dirinya sendiri atau orang lain, membela peri 
kesopanan sendiri atau orang lain terhadap serangan yang melawan hukum yang 
mengancam langsung atau seketika itu juga” 
Dari pasal tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat 
dikatakan sebagai pembelaan darurat. Dari kronologis, dapat diketahui bahwa 
justru korbanlah yang melakukan penyerangan tanpa sebab terhadap terdakwa. 
Dan terdakwa hanya melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Dalam hal pembelaan darurat ada dua 
hal yang pokok yaitu:  Adanya serangan; dan Ada pembelaan yang perlu diadakan 
terhadap serangan itu. 
Pertimbangan majelis hakim dengan fakta-fakta persidangan yang 
terungkap dalam persidangan, adanya kesesuaian baik dari barang bukti dan alat 
bukti, hakim menjatuhkan putusan jika terdakwa adalah bersalah secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang diatur 
dalam Pasal 338 KUHP. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan untuk Terdakwa yakni: 
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Hal-hal yang memberatkan, Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, 
Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa memberi 
keterangan berbeli-belit. 
Hal-hal yang meringankan, terdakwa sopan dipersidangan, terdakwa mempunyai 
tanggungan keluarga. 
Selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana 
yang dijelaskan diatas, majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1) 
Menyatakan terdakwa Andang Yunardo bin Suwito Hadi Pramono terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”, 2) 
Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) 
tahun. 
Sedangkan dalam putusan Nomor: 212/Pid.B/2014/PN.Ska, dalam perkara 
ini yang menjadi terdakwa adalah LUTFI TEDJO PUTRANTO als LUPEK bin 
SUTEDJO. 
Setelah menimbang dan memeriksa alat dan barang bukti, hakim memutus 
sebagai berikut: 
Hal yang memberatkan, Perbuatan terdakwa termasuk perbuatan yang sadis, 
karena telah tega membacok orang lain pada tempat yang sangat membahayakan 
jiwa orang lain. 
Hal yang meringankan: Terdakwa secara gentle menyerahkan diri kepada polisi 
untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, Terdakwa belum pernah 
dihukum, Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, Terdakwa 
menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa 
masih mempunyai tangungan keluarga, Adanya permohonan warga RT 08 / 04 
Kel. Kadipiro dimana terdakwa tinggal, adalah mohon untuk dijatuhkan hukuman 
yang seringan-ringannya. 
Adapun putusan yang dijatuhkan sebagai berikut: Menyatakan terdakwa 
LUTFI TEDJO PUTRANTO alias LUPEK bin SUTEDJO telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN”. 
Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 
(tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan. 
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3.2 Hambatan-Hambatan Yang Muncul Pada Saat Hakim Memeriksa Dan 
Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam 
Putusan Nomor 212/Pid.B/2014/PN.Skt Dan Nomor 156/Pid.B/2015/PN. Skt 
Dalam proses pemeriksaan perkara pidana secara umum yang disidangkan 
tidak selamanya berjalan lancar sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, 
terkadang ditemui beberapa hambatan yang dihadapi Hakim. Hambatan yang 
ditemui dalam proses pemeriksaan sampai dengan menjatuhkan putusan pidana 
terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan, menurut Mula Pangaribuan 
adalah:
14
 1) Terkadang waktu sidang sudah ditetapkan dan Hakim ketua sidang
sudah disiapkan, tetapi terdakwa tidak bisa dihadirkan karena dalam kedaan sakit 
yang memerlukan perawatan dan pengobatan, sehingga sidang terpaksa ditunda 
sampai pada batas waktu sembuhnya terdakwa dari sakitnya. 2) Selain dari sisi 
terdakwa, apabila didampingi oleh Penasehat Hukum. Terkadang pihak Penasehat 
Hukum berhalangan hadir dan meminta jadwal penundaan sidang, sehingga hal 
tersebut dapat menghambat dan memperlama proses pemeriksaan perkara. 3) 
Adakalanya sidang sedang berlangsung saksi-saksi yang diperlukan untuk 
dihadapkan pada hari sidang yang ditentukan, tidak bisa hadir lantaran tidak ada di 
tempat sedang pergi ke luar daerah, karena berbagai keperluan. 4) Dalam proses 
pembuktian, pemeriksaan keterangan terdakwa maupun saksi-saksi yang 
dihadirkan berbelit-belit dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim yang 
memeriksa. 4) Sejumlah alat bukti yang diajukan tidak lengkap sehingga kurang 
kuat untuk membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.  
4.PENUTUP
4.1. Kesimpulan 
4.1.1. Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Hukum Saat 
Menjatuhkan Putusan Dengan Nomor: 156/Pid.B/2015/PN.Skt. dan 
Putusan Nomor: 212/Pid.B/2014/PN.Ska Terkait Tindak Pidana 
Pembunuhan 
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Perkara tindak pidana pembunuhan Nomor 156/Pid.B/2015/PN. Skt 
dengan Terdakwa atas nama Andang Yunardo bin Suwito Hadi Pramono 
seharusnya termasuk ke dalam perbuatan pembelaan darurat. Akan tetapi, Majelis 
Hakim tetap pada pendiriannya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 
adalah secara dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang sehingga telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Pembunuhan” sebagaimana sesuai dalam Pasal 338 KUHP.  
Selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana 
yang dijelaskan diatas, Majelis menjatuhkan putusan yang pada intinya 
menyatakan terdakwa Andang Yunardo bin Suwito Hadi Pramono terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”, dan pidana 
penjara selama 10 (sepuluh) tahun. 
Sedangkan dalam Putusan Nomor: 212/Pid.B/2014/PN.Ska dengan 
Terdakwa atas nama Lutfi Tedjo Putranto Alias Lupek Bin Sutedjo telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”. 
sebagaimana sesuai dalam Pasal 338 KUHP.  
Adapun putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara 
pada intinya menyatakan terdakwa Lutfi Tedjo Putranto alias Lupek bin Sutedjo 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Pembunuhan”, dan  pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) 
bulan. 
4.1.2. Hambatan-Hambatan Yang Muncul Pada Saat Hakim Memeriksa 
Dan Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan 
Dalam Putusan Nomor 212/Pid.B/2014/PN.Skt Dan Nomor 156/Pid.B/2015/
PN. Skt 
Dalam proses pemeriksaan perkara pidana secara umum yang disidangkan 
tidak selamanya berjalan lancar sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, 
terkadang ditemui beberapa hambatan yang dihadapi Hakim. Hambatan yang 
ditemui dalam proses pemeriksaan sampai dengan menjatuhkan putusan pidana 
terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan, menurut Mula Pangaribuan, 
terkadang terdakwa tidak bisa dihadirkan karena dalam kedaan sakit dan 
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memerlukan waktu penyembuhan. Selain dari sisi terdakwa, apabila didampingi 
oleh Penasehat Hukum. Terkadang pihak Penasehat Hukum berhalangan hadir dan 
meminta jadwal penundaan sidang, saksi-saksi yang diperlukan berhalangan hadir, 
keterangan saksi-saksi yang dihadirkan berbelit-belit, sejumlah alat bukti yang 
diajukan tidak lengkap. 
4.2. Saran 
Penulis akan menyampaikan beberapa saran antara lain sebagai berikut: 
Pertama, Bagi Jaksa Penuntut Umum diharapkan harus teliti dan cermat dalam 
menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan bagi Hakim dalam 
sidang pengadilan. Salah satu hal yang harus diperhatikan yakni jenis tindak 
pidana, motif tindak pidananya, adanya kesengajaan atau kealpaan terdakwa dalam 
melakukan tindak pidana. 
Kedua, Bagi Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara dalam menjatuhi 
hukuman terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan, 
hendaknya mempertimbangkan secara baik-baik unsur-unsur dari perbuatan yang 
dilakukan terdakwa apakah sudah sesuai dengan unsur-unsur dalam pasal 
dakwaannya. 
Ketiga, Bagi masyarakat secara umum, diharapkan apabila terdapat permasalahan 
dapat diselesaikan dengan baik secara musyawarah agar dalam kehidupan 
bermasyarakan tetap terjalin lingkungan hidup yang aman, nyaman, damai. 
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